PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN
DALAM AMANDEMEN V KONSTITUSI INDONESIA

Tamuddin*

Abstract Loading specilically women's humean vights as a resalt
of the approval of Indonesia to the Convention on the
Elhmination of All forms of Discrimination against Women.
Rights of women who want to be included in the text of the
changes include: The right of individuals to determine when he
will have children, how many children and the right to
determine how long the distances between some of the
children's birth. The right to obtain services related to
reproduction. The right to obtain the communication,
information and education related to those rights. The right to
sexual activity without coercion, discrimination and violence.
Therefore, further amendments necessary in order to lead
people and the nation better.
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Kata kunci: hak azasi perempuan, amandemen.

Hak asa® manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan
refieksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal
lahirlah  apresiasi  positif terhadap nasib  dan
komunitas'manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia
menuju kehidupan yang beradab. Dengan dasar ini kemudian,
pelanggaran atas HAM merupakan kejahatan peradaban yang
paling berbahaya. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada
hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia
terhadap dirinya dan orang lain. HAM kemudian mengalami
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pergeseran dari sekedar bentuk kesadaran imajiner menjelma
dalam bentuk yang terukur dan konkrit.

Seiring dengan meluasnya kehidupan, maka dibutuhkag
regulasi fundamental yang dipandang mampu menjembatam
beragam kepentingan, sebagai akibat desakan kepentingan
individual dan komunal. Konstitusi merupakan manifestasi
dari bentuk keinginan bersama yang memberikan aturan
menuju bangsa yang beradab. Masuknya materi jaminan HAM
sebagai standar sebuah konstitusi adalah bukti konkritisasi
tersebut. Keterjaminan HAM dalam konstitusi adalah the
crucial element bagi sebuah konstitusi. '

Dalam perkembangan kehidupan berdemokrasi indonesia,
konstitusi  diyakini sebagai alat terpenting dalam
mengimplementasikan kepentingan hajat hidup anak bangsa.
Konstitusi Indonesia merupakan refleksi sadar dan logis atas
perjuangan pemikiran dari segenap bangsa Indonesia. Maka,
apabila pasal-pasal HAM terurai dalam konstitusi, itu artinya
bahwa ada jaminan konstitusi atas HAM, sebagai bagian yang
inheren dalam menciptakan demokratisasi Indonesia.

Dalam konteks penguatan hak asasi manusia, amandemen
kelima memungkinkan berlangsungnya penyempurnaan atas
hak dasar perempuan yang bebas diskriminasi, serta
penjaminan konstitusi terhadap penegakan hukum yang
berkeadilan bagi penyelenggara negara atau pemerintahan,
tanpa harus menimbulkan stagnasi. Selain itu, untuk
menjamin berlangsungnya penegakan rule of law secara benar,
sistem peradilan yang independen dan berintegritas, bersih °
dari praktik mafia peradilan, perlindungan hak asasi manusia,
dan kebebasan pers, serta penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan baik, perlu dilakukan pengaturan tentang
komisi negara yang relevan dan substansial fungsinya. Yaitu:
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Komis;
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Kebebasan Pers (KPP)
untuk memajukan, menjaga, dan memelihara kehidupan pers
yang bebas sebagai pilar demokrasi. Tulisan inj mencoba
mengkaji bagaimana penguatan hak asasi Perempuan dalam
konstitusi Indonesia?
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Penguatan Hak Agagi Pere

: mpuan Dalam Konstitusi Indonesia
Hak asasi

berempuan sehagni hak asasi mannsia, karena
perempu;m' adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan
mempunyal martabat, sama halnya dengan laki-laki, sehingga
tidak boleh adanya diskriminasi dalam bidang apa pun.
Eel]lvllahan_lan i didasarkan pada ketentuan pada Pasal 1
soiiarast tentang hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi
“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat
dan hak-hak yang sama”.

Yang dimaksud dengan hak asasi manusia secara umum
dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai
manusia, yang bila tidak ada mustahil manusia dapat hidup
sebagal manusia. Termasuk di dalamnya adalah: hak ekonomi,
sosial, budaya serta hak-hak sipil dan politik (Ida Sampit Karo
Karo. 2000: 238). ™

Sedangkan hak perempuan adalah: Hak-hak yang melekat
pada diri perempuan yang dikodratkan sebagai manusia sama
halnya seperti laki-laki; diutamakan hal ini adalah hak untuk
mendapatkan persamaan dengan laki-laki di segala bidang
kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah: Hak untuk
memperoleh kedudukan dan perlaknan yang sama dengan laki-
laki sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian Hak Asasi
Manusia yang termsuk di dalamnya hak ekonomi,sosial dan
budaya serta hak-hak sipil dan politik (Ida Sampit Karo Karo.
2000: 238).

. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap
hak asasi perempuan, neglra Indonesia dengan penuh
kesadaran telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional,
salah satunya adalah Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women (Penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan) melalui Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap
Perempuan. Hal ini dilakukan pemerintah karena tindakan
dimaksud nerupakan perwujudan dari tanggung jawab negara
sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang
menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,

-
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oleh karena itu segala bentuk diskriminasi _terhadap
perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesual dengan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. ;

Akibat hukum dari telah diratifikasinya Konvensi CEDAW
oleh Indonesia, secara moral, negara dan seluruh bangsa
Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan selumh asas-
asas yang tercantum dalam konvensi tersebut, kecuali ada asas
yang direservasi pada waktu melakukan penandatanganan
perjanjian dimaksud. Negara berkewajiban membuat aturan-
aturan hukum yang diperlukan untuk dapat segera
mewujudkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam
perjanjian internasional itu (Sihombing. 2006:109).

Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar kewajiban
negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan
kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (obligation of
results)

2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui
langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan
kondisi yang kondusif untik meningkatkan kemampuan
akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang

ada.

3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan
hak-hak perempuan.

4. Tidak saja menjamin secara de jure tetapi juga secara
de facto.

5. Negara tidak hanya mengaturnya disektor
juga terhadap tindakan dari oran
di sektor privat.
Langkah-langkabh khusus yang harus
meliputi:
1. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, n
- a. Mengutuk diskriminasi,

publik, tetapi
g-orang dan lembaga

dilakukan negara

egara wajib:
melarang segala bentuk

€mpuan melaluj peraturan
perundang-undangan dan realisasinya.

b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap

gadilan nasional vyan

kompeten dan badan-badan Pemerintah lain};yag

60

Dipindai dengan CamScanner



PENGUATAN HAK AZASI PEREMPUAN..., M. TAMUDDIN

—\‘_— . - E —— —
serta perlindungan perempuan yang efeltif terhadap
setiap timdakan dialkriminatif

¢. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan

dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan.
d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang

diskriminatif terhadap perempuan.

Konvensi CEDAW menctapkan kewajiban negara untuk
melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang,
Khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan
budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi
yang menjamin pengembangan dan kemajuan
perempuan, sekaligus melakukan tindakan khusus
untuk mempercepat persamaan secara nyata (de facto)
atas perlakuan dan kesempatan bagi perempuan dan
laki-laki.

Penguatan hak asasi perempuan yang tertuang di dalam
Rumusan akhir Amandemen V UUD 1945 di dalam Bab XA
tentang Hak Asasi manusia Pasal 28B yang berbunyi:

(3) Setiap perempuan dianugerahi hak reproduksi dan berhak
memperoleh pemenuhan kesehatan reproduksi yang baik

(4) Setiap perempuan berhak atas perlindungan selama masa
kehamilan dan selama masa pengasuhan anak.

Rumusan di atas merupakan bukti komitmen bangsa Indonesia

dalam mengimplementasikan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan (Konvensi CEDAW).

Perlunya hak asasi perempuan dan wajib Qiberikan
perlindungan hukum, karena terdapat kodrat yang berbeda
antara laki-laki dan perempuan. Artinya, selain deretan HAM
yang dimiliki manusia sebagai bagian dari kodratnya,
perempuan memiliki hak sendiri yang tidak dianugerahkan
pada laki-laki. Bahwa wanita secara kodrati megalami masa
haid, mengandung, melahirkan dan menyusui adalah basis
falsafah kehadiran hak perempuan yang asasi. Tidak hanya
sampai di situ, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban
dalam pengasuhan anak.

Jadi hak perempuan yang penting diberikan afirmasinya
pada tingkat konstitusi adalah bukanlah semata perempuan
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dalam konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya, melainkan
dalam konteks biologis termasuk psikologis. Hak perempuan
dalam konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya, ?’l.ldah
secara tegas dijamin oleh konstitusi dengan adanaya plhha’{)
konstitusional frasa “setiap orang’, ‘setiap warga negara,
“tiap-tiap penduduk”’, yang berarti selama subjek hukumnya
itu manusia, maka pasti memilili hak asas? tersebut. Nal. un
demikian, dalam implementasi hak asasi dalam ruang politik,
ekonomi, sosial dan budaya sering menjadi distortif, yang
kadang menciderai kodrat perempuan.

Jadi, afirmasi hak perempuan dalam konteks biologis di
dalam konstitusi menjadi sangat penting. Hal 1n1 dilakukan
dalam rangka menempatkan jaminan kemanusiaan pada
tingkat konstitusi yang sesuai dengan kodrat yang
dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia. Secara kodrati,
perempuan  dianugerahi hak reproduksi dan berhak
memperoleh kesehatan reproduksi yang baik, selain itu
perempuan juga berhak atas perlindungan selama masa
kehamilan dan masa penangasuhan anak. Masih banyak
negara-negara yang belum atau kurang memperhatikan hak
kesehatan reproduks: ini.

Pada tahun 1994, Indonesia telah ikut memberikan
persetujuan pada hasil konferensi Internasional tentang
Kependudukan dan Pembangunan (Infernational Conference
on Population and Development — ICPD) di Kairo. Ini berarti
Indonesia memberikan komitmen pada pelaksanaan hasil-hasil
konferensi tersebut. Pada tahun 1996 diselenggarakan
lokakarya nasional untuk merumuskan langkah-langkah
tindaklanjut pelaksanaan hasil ICPD terutama yang berkaitan
dengan kesehatan reproduksi perempuan.

Defenisi kesehatan reproduksi menurut hasil ICPD Kairo
tahun 1994 yaitu: “Keadaan sehat dan sejahtera secara fisik,
mental dan sosial bgkan karena ketiadaan penyakit dan
kecacatan yang berkaltax'l dengan fungsi reproduksi, sistem
dan proses-prosesnya” (Anita Rahman. 20086: 520)

Keputusan ICPD kairo t:alhun 1994 itu terdiri dari 10
program kesehatan reproduksi, berupa kesehatan primeryang
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harus diperhatikan oleh semun negnra, termaauk Indonesia,
vt

L Pelayanan  sebelum, semasa  kehamilan  dan  pasca
Kehamilan:

Pelayanan kemandulan:

Pelayanan KB yang optimal;

Pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS;

Pelayanan aborsi; .

6. Pelayanan dan pemberian Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) yang berkaitan dengan kesehatan
reproduksi;

Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja,

8. Tanggung jawab keluarga;

9. Peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan

10. Pelayanan kesehatan lansia (Anita Rahman. 2006- 521).

Disamping adanya program kesehatan reproduksi tersebu§

dalam deklarasi ICPD, juga diakui adanya Hak Reproduksi
Perempuan yaitu:

1. Hak individu untuk menentukan kapan ia akan
mempunyai anak, berapa jumlah anak dar berapa lama
penjarakan tiap-tiap kelahiran anak;

9  Hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan
dengan fungsi reproduksinya;

3. Hak untuk mendapatkan komunikasi, informasi dan
edukasi yang berkaitan dengan hak tersebut (KIE), dan

4. Hak melakukan kegiatan seksual tanpa paksaan,
diskriminasi dan kekerasan.

Keempat hak reproduksi perempuan ini dikukuhkan lagi
dalam Deklarasi Beijing tahun 1995 pada Konferensi Dunia ke
IV tentang Perempuan sedunia di Beijing dalam Pasal 96.

Dalam kaitannya dengan rumusan akhir Amandemen V

UUD 1945 tentang perlindungan hukum terhadap hak
reproduksi perempuan, hal ini rpenunjukkan’ political will
negara untuk memberikan perlindungan hak perempuan
dalam konstituei. Hal ini juga merupakan pengakuan
terhadap sumbangan besar perempuan terhadap kesejahteraan
keluarga  dan  pembangunan  masyarakat.  Dengan
dimasukkannya perlindungan hak pemenuhan kesehatan
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masa kehamilan

reproduksi perempuan dan perlindungan pada = _
hal in1 berart

dan masa pengasuhan anak dalam lkonatitusi, '
perhatian terhadap perlindungan hak perempuan tidak h3HY§
terbatas pada bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya tetapi
juga pada aspek biologis dan psikologis perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwai h?k
asasl perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia.
Perlunya hak asasi perempuan dan wajib diberikan
perlindungan hukum, karena terdapat kodrat yang berbeda
antara laki-laki dan perempuan. Artinya, selain deretan HAM
vang dimiliki manusia sebagai bagian dari kodratnya,
perempuan. memiliki hak sendiri yang tidak dianugerahkan
pada laki-laki. Penguatan hak perempuan dalam konstitusi
vaitu perlindungan pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi
dan perlindungan pada masa kehamilan dan masa pengasuhan
anak merupakan bentuk perlindungan hak perempuan dari
aspek biologis dan psikologis. Hal ini berarti perlindungan hak
perempuan tidak hanya sebatas pada bidang politik, ekonomi,
sosial dan budaya saja, tetapi juga telah masuk pada
ranah/aspek biologis dam psikologis.
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